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Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, seorang Notaris telah diberikan rambu-
rambu melalui perangkat peraturan perundangundangan serta kode etik profesi. Dunia kenotariatan di
Indonesia memasuki era baru sgjak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan mengalami banyak cobaan
dan rintangan yang semakin berat. Tesis ini membahas tentang kewajiban jabatan Notaris khususnya Pasal
16 ayat (1) huruf ayaitu tentang kewajibannya untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta
menjaga kepentingan pihak yang terkait. Tesisini akan menjelaskan mengenal arti kejujuran, kesaksamaan,
kemandirian dan ketidak berpihakan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Notaris juga manusia yang
mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi
penyimpangan atau pelanggaran kewajiban tersebut yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil
yang perlu dipulihkan kembali. Apabilaterjadi penyimpangan maka yang dirugikan bukan hanyalembaga
Notariat itu sendiri melainkan juga masyarakat yang sebagai pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Oleh
karena itu akan dibahas pula bagaimana sanksi yang akan diterima oleh Notaris yang terbukti tidak jujur,
tidak saksama, tidak mandiri, berpihak sertatidak menjaga pihak yang terkait.

Asapublic official who has the authority to make the authentic deeds, a Notary has given signs through the
legislation and professional codes of ethics. Notary ini Indonesia entered a new era since the publication of
Act Number 30 Y ear 2004 concerning Notary. Therefore Notary in performing their duties and his position
wil have many trials and obstacles that increasingly severe. Thisthesis discusses the duties and positions of
Notary in particular Article 16 paragraph (1) letter awhich is about the obligation to act in an honest,
thorough, independent, impartial, and safeguard the interest of related parties. This thesiswill explain the
meaning of honesty, thoroughness, independence and impartiality that must be done by a Notary. Notaries
are also people who have limitations, weaknesses, such as mistakes or errorneous, it is not impossible when
thereisadeviation or breach of duty which caused a disorderly situation, unstable that need to be restored.
In the event of irregularities, so that harmed not only the Notary institution itself but also public as the party
that requires a notary services. Therefore it would also discussed how the sanctions to be received by the
Notary who proved to be dishonest, not thorough, dependent and not keeping related parties.
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